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Penelitian ini di latar belakangi dengan adanya sebuah Peraturan Desa
yang yang dalam penerapannya tidak sesuai dengan apa yang telah di tuangkan
dalam Peraturan Desa. Dan yang lebih mengkhawatirkan tidak ada sanksi tegas
yang diberikan penegak hukum dalam desa untuk siapa saja yang melanggar
Peraturan Desa tersebut. Sehingga banyak warga yang melakukan Pengkijngan
Makam seolah mengabaikan peraturan tersebut.

Rumusan dalam masalah ini adalah : 1). Bagaimana pengkijingan makam
di Desa Ketanon Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung ?, 2).
Bagaimana pengkijingan makam di Desa Ketanon Kecamatan Kedungwaru
Kabupaten Tulungagung dalam perspektif hukum islam ?.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif
(Field Research). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
berupa pengamatan, wawancara, atau penelaah dokumen. Sedangkan teknik
analisa data menggunakan Reduksi (Data Reduction), penyajian Data (Data
Display), dan penarikan kesimpulam dan verifikasi.

Tujuan Penelitian ini adalah Untuk menjelaskan bagaimana pengkijingan
makam di Desa Ketanon Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.
Untuk mengetahui bagaimana pengkijingan makam di Desa Ketanon
Berdasarkan Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Pemakaman. Untuk
mengetahui bagaimana Pengkijingan Makam di Desa Ketanon Kecamatan
Kedungwaru berdasarkan Hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukan bahwa, Pengkijingan Makam di Desa
Ketanon Masih tetap dilakukan olen masyarakat Desa Ketanon Kecamatan
Kedungwaru Kabupaten Tulungagung. Untuk penerapan Peraturan Desa masih
belum maksimal dikarenakan belum ada ketegasan dari pihak pemerintah Desa,
karena selama menerapkan peraturan tersebut sanksi hanya mendapat teguran
lisan saja tidak ada aksi nyata sesuai dalam pasal 13 Ayat 2 berupa pembongkaran
makam dalam peraturan desa. Sedangkan dalam hukum islam, untuk pengkijingan
makam pada tanah pemakaman umu hukumnya haram, kecuali pada tanah milik
pribadi yang hukumnya makruh.
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This research is in the background with the existence of a Village
Regulation which in its implementation is not in accordance with what has been
stated in the Village Regulation. And even more worrying is that there are no
strict sanctions given by law enforcers in the village to anyone who violates the
Village Regulation. So that many residents who carry out the granting of the grave
seemed to ignore the regulation.

Formulations in this problem are: 1). How do you tomb graves in Ketanon
Village, Kedungwaru Subdistrict, Tulungagung District ?, 2). How is the
graveyard tomb in Ketanon Village, Kedungwaru Subdistrict, Tulungagung
Regency in the perspective of Islamic law?

The research method used in this study is qualitative (Field Research).
Data collection techniques used in this study are observations, interviews, or
document reviewers. While the data analysis technique uses Reduction (Data
Reduction), Data presentation (Data Display), and conclusions and verification
withdrawals.

The purpose of this study was to explain how the grinding of tombs in
Ketanon Village, Kedungwaru District, Tulungagung District. To find out how to
tomb graves in Ketanon Village Based on Village Regulation Number 03 Year
2018 concerning Funerals. To find out how the Graveyard Cleansing in Ketanon
Village, Kedungwaru District is based on Islamic Law.

The results of the study showed that the granting of the tomb in Ketanon
Village was still carried out by the Ketanon Village community, Kedungwaru
District, Tulungagung District. The implementation of the Village Regulation is
still not optimal because there is no firmness from the village government,
because during the implementation of the regulation sanctions only received
verbal warnings, there was no real action in Article 13 Paragraph 2 in the form of
demolition of tombs in village regulations. Whereas in Islamic law, for granting
tombs on the ummah burial ground the law is haram, except for private property
whose law is makruh.
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